
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

NOMOR : ITJ-34.OT.02.01 TAHUN 2023 
TENTANG 

PENETAPAN PROGRAM UNGGULAN INSPEKTORAT JENDERAL 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024 

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk fokus dan prioritas program kerja
yang mampu mendukung pencapaian kinerja terbaik sesuai visi,
misi, tugas, dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia sebagai Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) yang memegang fungsi consulting dan quality

assurance, perlu dilaksanakan perumusan dan pembangunan
program-program kerja unggulan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Program Unggulan Inspektorat
Jenderal  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi   Manusia Tahun
2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Inspektur Jenderal tentang Penetapan Program Unggulan
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1515);



5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
HAK ASASI MANUSIA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1365);

6. Keputusan Inpsektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor ITJ-01 .PR.01 .01 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 –
2024;

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi
Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN 
HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN PROGRAM UNGGULAN 
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024.  

KESATU : Menetapkan Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 sebagai berikut: 

1. Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Inspirasi, dan Motivasi

(GERBANG TRANSISI) Tahap-2 untuk Mewujudkan Keagungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Merupakan kegiatan berkelanjutan dari Program Unggulan Tahun
2023 yang diperuntukkan bagi Satuan Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia,  dengan tujuan untuk memberikan solusi
bagi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Kerja. Kegiatan
dilakukan oleh Inspektur Jenderal dan seluruh Inspektur Wilayah
beserta jajarannya baik secara tatap muka maupun dengan
memanfaatkan sarana virtual.

2. Inspektur Jenderal Aktif Dengarkan Aspirasi (IRJEN ADA)

Merupakan program unggulan Inspektur Jenderal yang
diperuntukkan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjaring aspirasi dan
informasi untuk peningkatan kinerja.

3. Inspektur Wilayah Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi

Tahap-2

Merupakan kegiatan berkelanjutan dari Program Unggulan Tahun
2023, dilaksanakan oleh para Inspektur Wilayah ke Satuan Kerja
diutamakan ke Satuan Kerja yang jarang dikunjungi Inspektorat
Jenderal, dengan tujuan untuk menjamin mutu dan memberikan
konsultasi ke satuan kerja. Kegiatan dilaksanakan selama satu
hari dalam setiap bulan.

4. Aktif Belajar Kolaboratif

Kegiatan pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan
Inspektorat Jenderal melalui kerja sama secara sinergis dengan
program GIA Corpu Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dan mitra kerja lainnya.



5. Sertifikasi API, PELOPOR, dan CRMO

a. API (Ahli Pembangun Integritas) bagi Pimpinan Tinggi
Pratama dan Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia menjadi personil bersertifikasi kompetensi
membangun sistem integritas yang berstandar nasional
dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi unit
kerjanya dan sebagai pilot project yang akan dilanjutkan
sebagai dasar pembentukan Duta Integritas di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. PELOPOR (Penyuluh Anti Korupsi) adalah personil yang
bersertifikat okupasi Penyuluh Anti Korupsi yang ditujukan
untuk Pimpinan Unit Kerja atau Pimpinan Tinggi dan pegawai
Inspektorat Jenderal selain Auditor serta para pegawai pada
Satuan Kerja yang mempunyai kompetensi integritas
sebagai agen perubahan dan sebagai pilot project dan akan
dilanjutkan sebagai dasar pembentukan Duta Integritas di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c. CRMO (Certified Risk Manajement Officer) adalah Sertifikasi
Kompetensi Non Gelar Akademis terkait keahlian Analisis
Manajemen Risiko Organisasi terintegrasi (Integrated Risk

Management Analyst) diterbitkan oleh Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi
Manajemen Risiko (LSPMR). Sertifikasi diperuntukkan bagi
jajaran pejabat/pegawai Inspektorat Jenderal.

d. Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah untuk jabatan strategis di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk para
pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa
pemerintah memiliki kompetensi yang memadai dalam proses
pengadaan barang/jasa.

e. Pelatihan Digital Forensic dan Data Analytic yang
memungkinkan bagi APIP untuk memaksimalkan nilai aset
data untuk kepentingan pembuatan keputusan pimpinan
melalui alat visualisasi dan pelaporan serta meningkatkan
pemahaman terkait indikasi fraud melalui proses data
analytics.

6. Joint Audit Layanan Pemasyarakatan

Audit bersama dengan Stakeholder pengawasan lain untuk
menghasilkan satu laporan audit yang lebih akuntabel,
khususnya pada bidang Pemasyarakatan.

KEDUA : Penanggung jawab atas Program Unggulan Inspektorat Jenderal 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut: 

1. Penanggung jawab kegiatan Bergerak Bangkitkan Kesadaran 
Inspirasi dan Motivasi untuk Mewujudkan Keagungan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (GERBANG 
TRANSISI) adalah Inspektur Jenderal dan Sekretaris Inspektorat 
Jenderal;

2. Penanggung jawab kegiatan Inspektur Jenderal Aktif Dengarkan 
Aspirasi (IRJEN ADA) adalah Inspektur Jenderal dan Sekretaris 
Inspektorat Jenderal;

3. Penanggung jawab kegiatan Inspektur Wilayah Aktif Mendengar 
untuk Memberi Solusi adalah para Inspektur Wilayah; 



4. Penanggung jawab kegiatan Aktif Belajar Kolaboratif adalah
Sekretaris Inspektorat Jenderal dan para Inspektur Wilayah;

5. Penanggung jawab kegiatan API, PELOPOR, Digital Forensic dan
Data Analytic adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur
Wilayah III dan Inspektur Wilayah V;

6. Penanggung jawab kegiatan Joint Audit Layanan Pemasyarakatan
adalah Inspektur Wilayah II.

KETIGA : Efektivitas peran jajaran pimpinan pada lingkungan kerja masing- 
masing untuk mempercepat proses sosialisasi dan implementasi 
Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Tahun 2024 kepada Aparatur Sipil Negara dan mitra 
kerja yang ada di bawah kewenangannya antara lain dapat melalui 
pemasangan pada setiap ruangan kerja dan ditampilkan dalam 
website/media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. 

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan program unggulan di setiap 
Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal menyusun 
rekapitulasi Implementasi Program Unggulan sesuai dengan format 
pada lampiran  dan menyampaikan kepada para penanggung jawab. 

KELIMA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA 
melaporkan implementasi Program Unggulan Inspektorat Jenderal 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 secara 
berkala (triwulan) kepada Inspektur Jenderal dengan format laporan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 September 2023 
INSPEKTUR JENDERAL, 

RAZILU 
NIP 196511281991031002 

Tembusan: 
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



LAPORAN  

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PROGRAM UNGGULAN 

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

PERIODE TRIWULAN I/II/III/IV TAHUN 2024

D LINGKUNGAN INSPEKTORAT WILAYAH……/SEKRETARIAT INSPEKTORAT 

JENDERAL 

No Butir Program Implementasi Data Dukung 

1 Bergerak Bangkitkan 
Kesadaran, Inspirasi, dan 
Motivasi (GERBANG TRANSISI) 
untuk Mewujudkan 
Keagungan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi 
Manusia 

Telah dilaksanakan...... Undangan  
Notula 
Laporan 
Foto Kegiatan 
Data lainnya 

2 Inspektur Jenderal Aktif 
Dengarkan Aspirasi (IRJEN 
ADA) 

Telah dilaksanakan...... 

3 Inspektur Wilayah Aktif 
Mendengar Untuk Memberi 
Solusi

Telah dilaksanakan...... 

4 Aktif Belajar Kolaboratif Telah dilaksanakan...... 

5 API, PELOPOR, Digital Forensic 
dan Data Analytic

Telah dilaksanakan...... 

6 Joint Audit Layanan 
Pemasyarakatan

Telah dilaksanakan...... 

Inspektur Wilayah…../Sekretaris 
Inspektorat Jenderal 

……………………… 
NIP…………………… 

Keputusan Inspektur Jenderal 
Nomor : ITJ-34.OT.02.01 TAHUN 2023 
Tanggal : 15 September 2023 

Lampiran 




